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1  BAB SATU PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Provinsi Aceh adalah salah satu daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 19451.  Sebagaimana yang diketahui pada Tahun 2017 telah disahkan sebuah undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam undang-undang tersebut termuat Pasal 571 huruf d yang berbunyi yaitu “Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”2. Dengan termuatnya Pasal 571 huruf d UU Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwasanya terlihat sangat jelas bertentangan dengan UU Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang pemilahan Umum telah mencabut substansi  dua Pasal dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006                                                            1Undang-Undang  Nomor. 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh 2UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum 
2   tersebut yaitu Pasal 57 yang menjelaskan tentang Komisi Independen Pemilihan (KIP) berbunyi “Anggota KIP Aceh berjumah 7 orang dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat dan masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”, dan Pasal 60 ayat (1) panitia pengawasan pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc, ayat (2) pembentukan panitia pengawasan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah undang-undang ini diundangkan, ayat (4) masa kerja panitia pengawasan pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil walikota. Pencabutan Pasal 57 ayat (1) UUPA yang menyebutkan jumlah anggota KIP Aceh sebanyak 7 (tujuh) orang berubah menjadi 5 (lima) orang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dengan alasan bahwasanya penduduk Aceh berkisar hanya mencapai lima juta jiwa, hal itu terjadi karena mengikuti cara perhitungan jumlah anggota KPU Provinsi. Dalam hal ini pun sangat jelas bahwasa masyarakat Aceh dirugikan dari segi konstitusional, karena tidak menghormati amanat Pasal 18a ayat (1) UUD RI 1945 bahwasanya “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan dengan  undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah.3Tentu saja sangat mengusik keberadaan masyarakat Aceh, bentuk dari keterusikan itu dapat dilihat dari adanya beberapa permohonan judicial review dari beberapa pihak                                                            3Dikutip dari Putusan 61/PUU-XV/2017 
3   yaitu yang pertama dengan Nomor perkara 61/PUU XV/2017, yang diajukan oleh Kautsar selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Samsul Bahri selaku anggota DPRA. Yang kedua dengan Nomor perkara 66/PUU XV/2017 yang diajukan oleh Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I selaku ketua DPRA. Dan yang ketiga dengan Nomor perkara 75/PUU XV/2017, yang diajukan oleh Hendra Fauzi selaku anggota Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Robby Syahputra selaku anggota Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Ferry Munandar, Firmansyah, S.Sos, Chairul Muchlis. Namun dari ketiga nomor perkara tersebut hanya dua perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu perkara 61/PUU XV/2017 dan perkara 66/PUU XV/2017. Pasca pencabutan dua pasal dalam UUPA  tersebut secara psikologis politik akan berdampak buruk, yakni akan timbulnya prasangka bahwa masa-masa yang akan datang Presiden dan DPR RI akan begitu mudahnya membatalkan dan “mempreteli” pasal-pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tanpa merasa perlu berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada DPRA. Dalam hal ini perubahan-perubahan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Presiden dan DPR dengan mudah akan mengabaikan kewajiban untuk berkonsultasi dengan Gubernur Aceh. Kalau rasa percaya mulai hilang, maka di sanalah konflik berpotensi akan kembali muncul ke permukaan.4 Penyebab terjadi adanya judicial review dan adanya tiga perkara yang timbul dan diajukan oleh perwakilan masyarakat Aceh tersebut dikarenakan tidak adanya                                                            4Dikutip dari putusan No. 66/PUU XV/2017 
4   pola konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh, dalam hal ini penggugat tidak hanya berasal dari anggota DPRA aktif, atau pun perwakilan dari sebuah Partai Potik lokal Aceh, akan tetapi penggugat juga bisa berasal dari perseorangan warga Aceh. Sebagaimana amanat UUD RI 1945 Pasal 18B ayat (1) bahwasanya Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang diatur dengan undang undang. Dalam keterangan DPR dalam persidangan tertanggal 14 November 2017 menyatakan bahwa konsultasi dengan DPRA telah dilakukan dan berjanji akan menyampaikan bukti konsultasi tersebut. Namun hingga saat pemeriksaan persidangan yang berkenaan dengan permohonan a quo dinyatakan berakhir, bukti yang dijanjikan itu tidak diterima oleh Mahkamah sehingga tidak terdapat cukup bukti dan meyakinkan Mahkamah untuk menyatakan bahwa konsultasi dimaksud telah benar benar terjadi atau dilakukan.5 Dalam hal ini, sangat nampak jelas bahwasanya pemerintah pusat tidak menghormati amanat Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Pemerintahan Aceh, dikarenakan melakukan suatu perubahan dalam sebuah Undang Undang daerah berotonomi khusus tidak melakukan sebuah perundingan atau disebut juga dengan konsultasi, atau dengan kata lain pemerintah pusat telah melalukan ingkar janji terhadap pemerintah Aceh. Berdasarkan Uraian yang telah dijelaskan untuk mengetahui kebenaran dan kepastian terkait “Konsitensi Pemerintah Pusat terhadap Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Analisis                                                            5 Dikutip dari putusan No. 61/PUU XV/2017 
5   Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017) ’’. maka dari ini akan meneliti lebih lanjut dalam dalam bentuk karya ilmiah (skripsi). 1.2. Rumusan Masalah   Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana konsistensi Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh? 2. Bagaimana Implikasi Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017 terhadap pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh? 1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:  1. Untuk mengetahui bagaimana konsistenai Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017 Terhadap Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 1.4.  Kajian Pustaka Salah satu fungsi kajian pustaka adalah mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, studi kepustakaan merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang 
6   bermamfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi berbagai teori, pendapat serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini. Pertama, Ni’matul Huda, Jurnal Hukum, Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009 yang berjudul Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan republik Indonesia, yang menjelaskan tentang hubungan pengawasan produk hukum di daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam NKRI setelah Orde Baru (ketika berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999) dilakukan melalui pengawasan represif yang berupa pembatalan produk hukum daerah oleh Menteri dalam Negeri, dan pengajuan keberatan kepada pemerintah dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Ketika berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 model pengawasan yang dilakukan Pemerintah ada empat macam yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif yaitu yang berupa pembatalan terhadap semua Perda oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden, pengawasan represif yang dilakukan oleh Menteri dalam Negeri atau Gubernur berupa pembatalan terhadap Raperda APBD dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Tentang penjabaran APBD yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota tanpa memindahkan hasil evaluasi dari Menteri dalam Negeri untuk provinsi dan Gubernur untuk Kabupaten/Kota, Upaya hukum judicial review terhadap Peraturan Presiden yang membatalkan produk hukum daerah ke Mahkamah Agung. 
7   Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sigit Setiawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014 yang berjudul Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Legislasi Rancangan Undang-Undang Otomi Daerah  Analisis Putusan MK 93/PUU-X/2013, Menjelaskan tentang pasca terjadinya putusan MK yang mengabulkan beberapa permohonan mengenai kewenangan DPD dalam proses legislasi sedikit mengubah dan mempengaruhi sistem ketatanegaraan. Awalnya yang menganut sistem bikameral, pasca putusan MK tersebut sistem yang terbangun ialah sistem tripatri, dimana bukan hanya dua kamar melainkan tercipta tiga kamar dimana melibatkan, DPR, DPD, dan Presiden khususnya dalam program Legislasi Nasional. Ketiga, Efendi, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol 51, Nomor 1, Juni 2017 Hak Uji Materi Pemerintah terhadap Peraturan Daerah (Kajian Terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015), menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 251  Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Pusat (Menteri) diberikan kewenagan untuk membatalkan perda provinsi/Perda Kabupaten/Kota (melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum, dan atau kesusilaan. Dengan keluarnya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dalam perkara pengujian Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD RI 1945, kewenangan pembatalan Perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota oleh pemerintah pusat menjadi hilang, hal ini dikarenakna putusan MK  membatalkan Pasal 251 ayat (2)  Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, 
8   yang merupakan dasar kewenangan yang digunakan pemerintah pusat dalam membatalkan perda kabupaten/kota. Adapun dasar pertimbangan yang digunakan oleh MK terhadap pembatalan Pasal 251 ayat (2) tersebut adalah karena dinilai tidak sesui dengan logika hukum. Ketidak sesuaian ini dikarenakan Pasal 24A ayat (1) UUD RI 1945 menyatakan, bahwa yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang Undang adalah Mahkamah Agung. 1.5. Penjelasan Istilah Untuk mengindari agar tidak terjadinya kesalah pahaman dalam menafsirkan pengertian dari judul yang akan dibahas, maka perlu dijelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan judul diatas diantaranya: a. Konsistensi Dalam ilmu logika teori konsistensi merupakan sebuah sematik (pencarian makna) dengan semantik yang lainnya, tidak mengandung kontradiksi, tidak adanya kontradiksi dapat diartikan baik dalam hal semantik atau berhubungan dengan dengan sintaksis. Definisi semantikyang menyatakan bahwa sebuah teori yang konsisten.6 b. Pemerintah Pemerintahan menurut etimologi berasak dari kata “perintah” yang kita ketahui bearti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Defenisi dari pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan                                                            6https://id.m.wikipedia.org 
9   orang-orang yang mengatur suatu negara yang emiliki cara dan sistem yang berbeda beda dengan tujuan agar negara tersebut dapat tertata dengan baik.7 c. UU Nomor 11 tahun 2006 UU Nomor 11 tahun 2006 adalah Undang Undang yang mengatur Pemerintahan Provinsi Aceh,sebagai mana diketahui Aceh merupakan salah satu Privinsi yang berotonomi khusus, serta ini juga merupakan hasil kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. 1.6. Metode Penelitian Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan deskriptif analisis. Deskripif yaitu sebuah penelitian yang mengambarkan suatu peristiwa pada masa sekarang.8 Sedangkan analisis usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klarifikasi gejala, menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan.9  Deskriptif analisis dalam hal ini dapat penulis simpulkan yaitu menguraikan serta menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti bagaimana bentuk atau perlu tidaknya konsistensi Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menjelaskan perlu tidaknya diadakan sebuah konsultasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh apabila membuat sebuah peraturan yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006. Mengingat Aceh terdahulunya pernah terjadi konflik yang                                                            7https://brainly.co.id 8 Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 50. 9Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1999), hlm.  24. 
10   berkepanjangan antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka melahirkan sebuah perjanjian damai yaitu disebut “MoU Helsinki”, dan Apabila saat ini hal-hal tersebut dianggap acuh oleh Pemerintah Pusat maka akan sangat berkemungkinan besar terjadinya konflik kembali. 1.6.1. Jenis penelitian Penelitian ini mengacu pada judul dan rumusan masalah, mekanis penelitian ini adalah library reseach, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menelaah buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dianalisis. Sedangkan metode yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang hendak meneliti tentang aturan hukum mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah, dan perbandingan hukum.10 1.6.2. Tekhnik pengumpulan data Tekhnik pengumpulan data berdasarkan studi pustaka, yaitu suatu penelitaian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya yang dijadikan sumber rujukan menyusun suatu laporan ilmiah.11Mengaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. 1.6.3. Analisis data                                                            10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 145 11Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 15. 
11   Setelah pengumpulan data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pernyataan yang tertuang, data yang berkaitan dengan objek penelitian dalam penelitian skripsi. Analisis data dibagi menjadi dua yaitu:  a. Bahan hukum primer Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.12 Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah UUD RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017. b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum, publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsis, thesis, dan jurnal-jurnal hukum.13 1.6.4. Pedoman penulisan Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku “Panduan Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2014.                                                              12 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47. 13 Ibid, hlm. 54. 
12   1.7. Sistematika Pembahasan Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahsan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini. Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kajian pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bab dua merupakan bab teori dan bab penelaahan pustaka yang mengambil tema tentang sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi. Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian mengenai bagaimana Konsistensi Pemerintah Pusat terhadap Pelaksanaan Undang Undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta analisis terhadap Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017.  
13 BAB DUA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL  KONSTITUSI NEGARA  2.1. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi 2.1.1 Sejarah Mahkamah Konstitusi Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi di mana hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi merupakan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan. Hak dasar tersebut dijamin secara konstitusi dalam sebuah hak-hak konstitusional warga negara dan mewujudkan secara institusional melalui lembaga negara yang melindungi hak konstitusionalsetiap warga. Salah satu lembaga negara yang dikonstruksi untuk menjamin hak konstitusional setiap warga disebut Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan kebutuhan mendasar dari upaya perjuangan reformasi yang mencita-citakan terwujudnya negara demokrasi konstitusional.1 Kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah untuk melakukan cheks and balances dalam kontruksi konstitusi. Sebagai lembaga pengawas dan penjaga konstitusi dan merupakan bagian kekuasaan kehakiman, maka diharapkan Mahkamah Konstitusi menjadi pengawal dan pengarah semua lembaga negara termasuk dirinya untuk bergerak pada paradigma konstitusionalisme dalam                                                            1 Soimin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi dalam Sitem Ketatanegaraan Indonesia, (Yokyakarta: UII Press, 2013), hlm.50-51. 
14   menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, kedudukan, serta peran dan fungsinya berdasarkan kompetensi masing-masing lembaga negara. Dengan begitu, berdirinya Mahkamah Konstitusi tidak sekedar lembaga baru yang yang tidak berfungsi melainkan diharapkan dapat menciptakan mekanisme yang melindungi warga negara dari tindakan penyimpangan penyelenggaraan negara yang bersifat otoriter dan sentralistik. Sehingga Mahkamah Konstitusi mampu menjaga konstitusidari penyimpangan kekuasaan negara (abouse of power).2 Berdirinya Mahkamah Konstitusi yang ditandai dengan pengangkatan 9 (sembilan) hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003 melalui Kepres Nomor 147/M Tahun 2003 menjadikan Indonesia sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi, sekaligus negara pertama didunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga tersebut. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu wujud akomodasi politik diparlemen terhadap gagasan-gagasan ketatanegaraan baru dan modern sebagaimana menjadi perkembangan politik ketatanegaraan dunia.3 2.1.2. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD RI 1945. Namun demikian, dari segi gagasan judicial reviewsebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD RI 1945 oleh BUPKI  pada Tahun 1945. Anggota BPUPKI, Prof. Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa “Bala Agung “ (MA) perlu diberi kewenangan untuk membandingkan Undang-Undang. Namun                                                            2Ibid,hlm. 60. 3Ibid,hlm. 51. 
15   Prof. Soepomo menolak pendapat tersebut karna memandang bahwa UUD yang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politika dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman judicial review.4 Soepomo tidak menyetujui kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD diberikan kepada Mahkamah Agung (MA). Karena, selain alasan bahwa pengujian Undang-Undang terhadap UUD hanya dikenal dalam suatu sitem pemerintahan yang mengenal pemisahan kekuasaan secara tegas, juga karena konsepsi ini ( maksudnya UUD RI 1945 yang sudah disepakati ) tidak memakai sitem yang membedakan secara prinsipil antara tiga badan atau lembaga negara itu, artinya tidaklah kekuasaan membentuk Undang-Undang. Tegasnya, yang dianut UUD RI 1945 adalah pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan menurut teori atau dokrin Trias Politica yang dikembangkan oleh Montesquieu di negara-negara Eropa Barat.5 Lebih lanjut Asshiddiqie, menyatakan bahwa perlu dicatat, Pendapat Yamin belum mengemukakan pandangan tentang perlunya dibentuk sebuah mahkamah yang berdiri sendiri sederajat atau diluar Mahkamah Agung, melainkan hanya berkaitan dengan fungsi untuk menguji undang-undang itu dan bukan pada kelembagaanya atau institusi baru untuk hal itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi berkaitan erat dengan ide untuk mengembangkan fungsi pengujian undang-undang yang dikaitkan dengan                                                            4Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), hlm. 5. 5Abdul Latif, dkk, Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Yogyakart: Total Media, 2009),hlm. 4-5. 
16   kewenagan Mahkamah Agung dalam sejarah awal pembentukan Negara Indonesia.6 Meskipun awal mula idenya muncul sejak usulan Yamin dalam sidang BPUPKI Juli 1945 agar Mahkamah Agung diberi kewenagan membanding Undang-Undang, tapi ditolak Soepomo dengan alasan UUD RI 1945 tidak menganut trias politica Montesquieu dan jumlah Sarjana Hukum baru sedikit ketika itu. Sejak Tahun 1980-an ide pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terus diusung oleh para Sarjana Hukum terutama pengacara, seperti usul Ikatan Advokasi Indonesia (IKADIN). 7Sesungguhnya dalam rangka tuntutan untuk memperdayakan Mahkamah Agung, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) telah lama memperjuangkan agar Mahkamah Agung diberi kewenagan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sebagai salah satu strategis yang dicetuskan sejak tahun 1970-an untuk memperdayakan Mahkamah Agung. Ide tersebut dinilai tidak tepat berdasarkan UUD RI 1945.8 Setelah Perubahan UUD RI 1945 masa sidang kedua Tahun 2000, ide Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tersendiri baru muncul dan mulanya dikaitkan dengan perdebatan tentang “impeachmen” yang mengiringi perdebatan tentang pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur). Oleh karena itu, pasal tentang ini terpisah dari rumusan Pasal 24C ayat (1) Mengenai kewenagan Mahkamah Konstitusi. Jadi, tahapan untuk Mahkamah Konstitusi terjadi di Tahun 2000. Apa lagi aktivis LSM juga mulai membuat gerakan-gerakan, merumuskan                                                            6Jimly Asshiddiqie dkk., Menjaga Denyut Kostitusi (Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi), (Jakarta: Kontitusi Press,2004), hlm.6. 7Ibid, hlm.4-5. 8Manuarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 7. 
17   ide-ide tentang amandemen bahkan konstitusi baru, wacana pembentukan Mahkamah Konstitusi makin mengerucut, termasukketika para anggota DPR di PAH I BP MPR melakukan studi banding kebeberapa negara, mereka juga mulai merasakan kebutuhan adanya lembaga baru yang diperlukan untuk menjaga konstitusionalitas sistem ketatanegaraan dan menguji Undang-Undang serta mengatasi kalau ada dispute antara lembaga negara. Struktur ketatanegaraan menjadi cheks and balance, sederajat semuanya, sehingga perlu ada “wasit” yang namanya Mahkamah Konstitusi.9 Oleh karena itu, pengertian bahwa Mahkamah Konstitusi adalah The Guardian of the Consitution dan Mahkamah Agung adalah The Guardian of the Indinesian Law. Mahkamah Agung mengawal Undang-Undang dan peraturan dibawahnya, baik melalui mekanisme pengujian maupun melalui peradilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi mengawal konstitusi. 10 Perumusan ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi dimuat dalam Pasal 24C yang secara garis besar dapat dilihat pada ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum”, dan ayat (5) menjelaskan “Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai Konstitusi dan ketata negaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat                                                            9Jimly Asshiddiqie dkk., Menjaga Denyut Kostitusi ..., hlm. 8. 10Ibid, hlm. 12. 
18   negara.11 Mahkamah Konstitusi merupakan Mahkamah para negarawan, yang berkewajiban untuk disamping melaksanakan kewenangannya sebagaimana diberikan oleh UUD RI 1945 dan Undang-Undang, untuk tetap menjaga wibawa dan kehormatan Negara di mata rakyat, serta ikut menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.12  Aturan peralihan ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi harus telah terbentuk sebelum 17 Agustus 2003, dan sejak 10 Agustus 2003, ketika perubahan UUD RI 1945 masa sidang ketiga tahun 2001 disahkan oleh MPR RI, kewenangan MK untuk sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah Agung. Karena itu secara Yuridis, MK telah dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2002 legal estabilishment. Selama satu tahun masa persiapan itu, dikepanitraan MA telah terintegrasi 14 perkara pengujian Undang-Undang tersebut dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003, yang telah berlaku secara operasional sejak ditetapkan pengangkatan 9 Hakim Konstitusi dengan Keputusan Presiden pada tanggal 19 Agustus 2003 dan pengucapan pada tanggal 16 Agustus 2003. Sebab rekrutmen para Hakim mesti dilakukan menurut Undang-Undang yang baru mendapatkan persetujuan bersama di DPR RI pada tanggal 13 Agusrtus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada tangal 15 Agustus 2003. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2003 Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh anggota tertua, Achmad Roestandi memilih ketua dan wakil dan yang terpilih sekali putaran                                                            11UUD RI 1945. 12dikutip dari Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017. 
19   adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie sebagai ketua, sedang Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH., yang tidak hadir karena sakit melalui tiga kali putaran terpilih jadi wakil ketua mahkamah konstitusi.13 2.1.3. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Secara Yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.14 Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif, dan Mandat. a. Kewenangan Atribut Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atribut ini, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atribut mengenai tangung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya. b. Kewenangan Delegatif Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada lain dengan sumber peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.                                                            13Abdul Latif dkk., Buku Ajar Hukum..., hlm. 9-10. 14Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65. 
20   c. Kewenangan Mandat  Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.15 Kontruksi yang digambarkan dalam Konstitusi dan diterima secara universal, terutama di negara-negara yang telah mengadopsi lembaga Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi mempunya fungsi untuk mengawal (to Guard) konstitusi, agar dilaksanakan dan di hormati baik penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga penjadi penafsir akhir kostitusi, dibeberapa negara bahkan dikatakan Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (protectoe) konstitusi. Sejak di-inkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam UUD RI 1945, fungsi pelindung (protector) konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (fundamentl rights) juga benar adanya.16 Kekhususan negara pada umunya diklarifikasi menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklarifikasi ke dalam tiga cabang kekhususan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1)                                                            15Nur Basuki Winarn, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, (Yokyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65 16Manuarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah..., hlm. 11. 
21   UUD RI 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 17 Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi(Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945). Dengan demikian kedudukan Mahkamah kontitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Makamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang di bentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu Mahkamah Agung,serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD, dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan dibawah naungan konstitusi. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahakamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifikyang berbeda dengan fungsi yang dijalan kan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak                                                            17Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,Hukum Acara Mahkamah..., hlm. 9. 
22   hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hakasasi manusia, serta perlindungan hak konstitutional warga negara. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkata konstitutionaltertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksud sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi.  Wewenang yang dmiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah di tentukan dalam Pasal 24C UUD RI 1945 pada ayat (1) dan (2) yang dirumuskan sebagai wewanang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi: 1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar  2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 3. Memutuskan pembubaran partai politik 4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum 
23   Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.18 2.1.4. Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Sumber utama untuk mencari aturan hukum acara. Adalah Undang-Undang Hukum Acara, yang secara khusus dibuat, untuk itu dalam hal ini UU Mahkamah Konstitusi, yang mengatur tentang Hukum Acara Mahmakah Konsitusi. Akan tetapi, sebagai mana telah dijelaskan karena sempitnya waktu yang tersedia untuk menyusun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebabkan aturan mengenai hukum acara tidak lengkap. Aturan Hukum Acara yang dimuat dalam Bab V yang disusun dalam 12 bagian, dan diatur dalam Pasal 28 hingga Pasal 85, masih sangat banyak kekosongan. Hal ini diakui pembuat Undang-Undang dan karenanya memberi kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk mengatur kebih lanjut hal yang dipandang perlu bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan menyususn sendiri rule of the court.  Rule of the court yang diperlukan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan yang ada dilakukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sampai saat ini masih sangat terbatas karena ternyata perkembangan praktek beracara yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi masih dinamis. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi maupun dalam praktek pemerikasaan MK, dalam mengisi kekosongan hukum acara, tentu jug merujuk pada bagian Undang-Undang hukum acara yang dikenal dalam hukum                                                            18Ibid, hlm.9-11. 
24   acara perdata maupun hukum acara peradilan tata usaha negara yang relevan dengan perkara konstitusi yang dihadapi.19 Untuk mengetahui sumber hukum acara MK tentu juga dapat didekati dari aspek materil dan formil. Dari aspek formil untuk mengetahui hukum acara MK harus dilihat dimana materi ketentuan hukum acara dimaksud atau hal apa saja yang diyakini kebenaranya oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu yang menentukan materi hukum acara MK adalah asas-asas hukum yang terkait dengan penyelenggaraanperadilan yang disesuaikan dengan karakteristik hukum acara MK dan dijadikan sebagai asas hukum acara MK. asas-asas dan materi hukum acara MK tersebut dalam pembuatannya dipengaruhi oleh teori atau ajaran hukum, terutama teori konstitusi dan ilmu hukum tata negara. Selain Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tentu terdapat berbagai ketentuan perundang-undangan lain yang yang terkait dengan wewenang MK. Beberapa Uundang-Undang yang lain juga menjadi sumber hukum dalam proses hukum dalam proses peradilan MK antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Beserta Perubahannya). 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.                                                            19Manuarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah..., hlm.68-69. 
25   5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Untuk melengkapi hukum acara dalam Undang-Undang MK , Pasal 86 Undang-Undang MK menyatakan bahwa MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengisi kemungkinannya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara. Ketentuan ini lah menjadi dasar bagi MK untuk membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur berbagai hal guna kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, termasuk hukum acara Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur hukum acara MK meliputi: 1. PMK Nomor 06/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. 2. PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. 3. PMK Nomor 12/PMK/2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Polittik. 
26   4. PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasli Pemilihan Umum Kepala Daerah. 5. PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasli Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 6. PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasli Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. 7. PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). 8. PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan. 9. PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutuskan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau wakil Presiden. Selain Undang-Undang MK dan PHK, Hukum Acara MK telah berkembang seiring dengan perkembangan perkara dan putusan MK. oleh karena itu putusan-putusan MK juga menjadi dasar untuk mempelajari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang melengkapi atau bahkan mengubah ketentuan dalam Undang-Undang dan PMK.20 2.1.5. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam konteks Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan asas dalam hal ini adalah prinsip-prinsip dasar sebagai panduan atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Asas diperlukan untuk mencapai                                                            20Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaHukum Acara Mahkamah..., hlm. 25-28. 
27   tujuan penyelenggaraan peradilanitu sendiri, yaitu tegaknya hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitutional warga negara. Asas-asas tersebut harus dijabarkan dan dimanifestasikan baik dalam peraturan maupun praktik hukum acara. Dengan sendirinya asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam proses peradilan. Sebagaimana proses peradilan pada umumya, di dalam peradilan MK terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK. Manuarar Siahaan adalah salah satu hakim periode pertama, mengemukakan enam (6) asas dalam peradilan MK. Selain itu perlu ditambahkan satu asas yaitu asas Praduga Keabsahan (praesumptio iustae causa). 1. Ius Curia Novit Asas ius curia novit adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaiknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini berlaku dalam peradilan MK sepanjang masih dalam batas wewenang MK yang telah diberikan secara limitatif oleh UUD RI 1945, yaitu pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan konstitutional lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil Pemilu, serta pendapat DPR tentang dengan pelangaran 
28   hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sepanjang suatu perkara diajukan dalam bingkai salah satu wewenang tersebut, MK harus menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus. 2. Persidangan terbuka untuk umum Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini tertuang dalam Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang MK, bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilakukan secara tertutup karena dalam rapat tersebut hakim konstitusi menyampaikan pendapat untuk pengambilan putusan suatu perkara. Didalam rapat tersebut terjadi perdebatan agar hakim konstitusi yang dapat berlangsung dalam tensi tinggi, RPH dilakukan secara tertutup akan membuka peluang pihak-pihak tertentu untuk memperjual belikan imformasi, kecendrungan putusan atau putusan itu sendiri karena terdapat rentang waktu antara pengambilan putusan dan pengucapan putusan. Untuk menjaga kerahasiaan putusan, RPH hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, panitera pengganti, dan beberapa petugas persidangan yang telah disumpah untuk tidak membocorkan apapun yang terjadi dan diputuskan dalam RPH. Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif 
29   berdasarkan alat bukti argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim. 3. Independen dan Imparsial Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutuskan dengan dalil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat di interversi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Independensi dan Impersialitas tersebut memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi funsional, srtuktural atau kelembagaan, dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan indepedensi dan imparsialitas dari dimensi struktural dan personal hakim. Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau intervensi serta tidak memihak. Sedangkan dari sisi personal, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (expertise), 
30   pertanggungjawaban. Dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman prilaku. Untuk mendukung independensi  dan imparsialitas hakim konstitusi dan MK, telah ditetapkan PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Prilaku Hakim Konstitusi. Penerapan dan prinsip independensi tersebut adalah : a. Hakim harus menjalankan fungsi judicialnya secara independen atas dasar penelitian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung mapun tidak langsung, dari siapapun dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasanya yang seksama atas hukum. b. Hakim harus bersikap indipenden dari tekanan masyarakat, media masa dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya. c. Hakim harus menjaga independesi dari pengaruh lembaga-lembaga Eksekutif, Legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya. d. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan. e. Hakim harus mendorong, menegakkan dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. f. Hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar prilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Sedangkan ketidak berpihakan atau imparsial tersebut adalah: 
31   a. Hakim hrus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka melenceng dan tidak condong pada salah satu pihak.  b. Hakim harus menampilkan prilaku, baik didalam maupun duluar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim dan peradilan. c. Hakim harus berusaha untuk memanilisasi hal-hl yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambilkeputusan atas suatu perkara. d. Hakim dilarang memberi komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan. e. Hakim-kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya forum-harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara, apabila hakim tersebut tidak dapat bersikap tak berpihak karna alasan-alasan yaitu Hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak, dan Hakim tersebut atau anggota kelurganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. 4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujutkan unsur negara hukum, yaitu 
32   equality before the law. Jika pengadilan berjalan dengan rumit dan kompleks, berbelit-balit, serta membutuhkan biaya yang mahal, maka hnya sekelompok orang tertentu yang memiliki kemapuan berperkara dipengadilan, dan hanya orang-orang ini lah yang pada akhirnya menikmati keadilan. Prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang MK sendiri sama sekali tidak disebutkan menegenai biaya perkara, hal ini berbeda dengan beberapa perkara peradilan dibawah MA. Dalam proses pembahasan Undang-Undang MK, pada awalnya terdapat ketentuan tentang biaya perkara. Namun dalam perkembangannya ketentuan tersebut dihilangkan sehinga dapat dimaknai bahwa maksud dari pembentukan Undang-Undang adalah memang menghapuskan biaya perkara dalam proses peradilan MK. Hal inilah yang menjadi salah satu dari keputusan hakim konstitusi untuk menghilangkan biaya perkara dalam peradilan MK yang lebih tepat adalah Cepat, Sederhana, dan Bebas Biaya. Dengan tidak adanya biaya perkara tersebut, pembiayaan penanganan perkara MK sepenuhnya dibebankan kepada anggaran negara. Pembebanan ini rasional karena perkara-perkara di MK menyangkut masalah konstitusional yang didalamnya kepentingan umum lebih mewarnai dibanding dengan kepentingan individual. 5. Hak untuk didengar secara seimbang (audi et alterm partem) Pada pengadilan biasa, para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang. Para pihak dalam hali ini adalah para pihak-pihak yang saling 
33   berhadapan, baik sebagai penggugat-tergugat, pemohon-termohon, maupun penuntut-terdakwa. Dalam peradilan MK tidak selalu terhadap pihak-pihak yang saling berhadapan. Untuk perkara pengujian undang-undang misalnya, hanya terdapat pemohon. Pembentukan undang-undang pemerintah dan DPR tidak berkedudukan sebagai termohon. Dalam peradilan MK, hak untuk didengar secara seimbang berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang sling berhadapan, misalnya partai politik peserta Pemilu dan KPU dalam perkara perselisihan hasil Pemilu, melainkan juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkarya yang sedang disidangkan. Untuk perkara pengujian Undang-Undang, selain pemohon pihak terkait langsung yitu DPR dan Pemerintah sebagai pebentuk Undang-Undang juga memiliki hak untuk didengar keterangannya. Bahkaan pihak terkait lain yang berkepentingan secara tidak lansung terhadap undang-undang yang sedang diuji juga akan diberi kesempatan menyampaikan keterangannya.  6. Hakim aktif dalam persidangan Manuarar Siahaan menyebut asas ini “Hakim pasif dan juga aktif dalam proses persidangan”. Hakim pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara, hakim tidak akan memeriksa, mengadili,dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan. Pada saat suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, hakin dapat bertindak pasif atau aktif tergantungdari jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cendrung pasif. Sebaiknya dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim 
34   cendrung aktif. Hakim dapat bertidak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara, hal ini juga sesuai dengan dengan asas ius curia novit, yang juga dapat diterjemahkan bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu perkara. Oleh karena pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, dan hakim dipengadilan itu dapat aktif dalam persidangan. Sesuai dengan sifat perkara konstitusi yang selalu lebih banyak menyangkut kepentingan umum dan tegaknya konstitusi, maka hakim konstitusi dalam persidangan selalu aktif menggali keterangan dan data baik dari alat bukti, saksi,ahli, maupun pihak terkait (pemeriksaan inquisitorial). Hakim tidak hanya berpaku kepada alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh pemohon dan pihak terkait maupun dari keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut. Hakim konstitusi untuk keperluan memeriksa suatu perkara dapat memanggil saksi dan/atau ahli konstitusi juga dapat mengundang para pakar yang didengar keterangannya dalam forum diskusi tertutup. 7. Asas Praduga Keabsahan (preasumtio iustae causa) Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan kongkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Sah dalam ini bearti sesuai dengan asas dan ketentuan hukum, baik dari sisi materi maupun proseduryang harus ditempuh. Untuk menyatakan tidak sah tindakan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga yang melaukan tindakan itu sendiri maupun oleh lembaga lain yang diberi kewenagan 
35   berdasarkan aturan hukum. Sebagai konsekuensi dari asas ini, apabila ada upaya hukum untuk melakukan pengujian terhadap tindakan dimaksud, maka tindakan itu tetap berlaku walaupun sedang dalam proses pengujian. Perwujudan dari asas ini dalam wewenang MK dapat dilihat pada kekuatan mengikat putusan MK adalah sejak selesai dibacakan dalam sidang pleno pengucapan putusan terbuka untuk umum. Sebelum adanya adanya putusan MK, maka tindakan penguasa yang dimohonkan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan. Hal ini secara khusus dapat dilihat dari wewenang MK memutus pengujian UU, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, dan perselisihan tentang hasil Pemilu.  Suatu ketentuan UU yang sedang diuji oleh MK tetap berlaku dan harus dianggap sah (tidak bertentangan dengan UUD RI 1945) sebelum ada putusan MK yang menyatakan ketentuan UU dimaksud bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara juga demikian, tindakan termohon harus dianggap sah dan tidak bertentangan dengan UUD RI 1945 sebelum ada putusan MK yang menyatakan sebaliknya. Pada perkara perselisihan hasil Pemilu, keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu yang dimohonkan keberatan oleh peserta pemilu harus dianggap benar dan dapat dijalankan sebelum ada putusan MK yang membatalkan keputusan KPU itu.21                                                              21Ibid, hlm.15-25. 
36   2.2. Kewenangan Judicial review dan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi Pada prinsipnya Judicial review22yang dilakukan oleh suatu badan kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi, adalah merupakan suatu upaya melakukan interprestasi konstitusi. Apabila dari hasil interprestasi menyatakan adanya pelanggaran konstitusional, maka undang-undang dinyatakan tidak dapat diberlakukan dalam arti dicabut dan tidak mempunyai daya laku yang mengikat. Jimly Asshiddiqie, mengulas lebih lanjut bahwa secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Menurutnya pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secra efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legisltif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini pruduk hukum tersebut tidak konstitusionalitas. Untuk itu dapat                                                            22Sejarah moderen judicial review, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat (AS) oleh Mahkamah Agung (MA) dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas. Revolusi Prancis dan konsep Separation of Powers dari Rosseau dan Montesqieu merupan bibit pengembangan Judicial review kedepan, dan keberhasilan awal tentara Napoleon serta pengaruh yang berkjelanjutan dari hukum dan budaya Perancis, membawa sikap dan pendekatan ini menyebar keseluruh Eropa dengan sitem hukumnya yang berbeda. Tetapi pemikiran Amerika tentang judicial review setelah kasus Marbury v. Madison (1803) dan kemudian kasus Dred Scott yang terkenal buruknya tahun 1857, menyebabkan pembaharu di benua Eropa mulai berfikir bahwa mahkamah semacam itu mungkin berguna juga di Eropa. (Manuarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) hlm., 5-6. Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan Judicial review menyebar keseluruh Eropa, dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisan dari Mahkamah Agung. Akan tetapiPrancis mengadopsi konsepsi ini secra berbeda dengan membentuk constitutional Council (Conseil Constitutionel). Negara bekas jajahan Prancis mengikuti pola Perancis ini. Ketika Uni soviet runtuh, negara-negara komunis di di Eropa Timur semuanya mereformasi negerinya, dari negara otoriter mendadi negara demokrasi konstitutional yang liberal. Konstitusi segera direvisi dan dalam proses itusatu lembaga baru dibentuk, yaitu satu Mahkamah yang terdiri dari pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman dengan kewenangan untuk membatalkan undang-undang dan peraturan lain jika ternyata ditemukan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi yaitu Konstitusi. (Abdul Latif, dkk, Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Yokyakarta: Total Media,2009), hlm., 2-3.  
37   diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebuat Mahkamah Konstitusi, atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang (Jucial review) diberikan pada pengadilan biasa, kahusus nya Mahkamah Agung. 2.3. Peristilahan dan Pengertian Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Mengingat keberadaanya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksakan oleh ketentuan dibawahnya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (constitutional court). Hal itu tercermin dari dua hal lain. Pertama perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Kedua, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana MK menjalankan wewenangnya, jika Undang-Undang tersebut bertentangan dengan konstitusi MK dapat mengenyampingkan atau bahkan membatalkannya jika dimohonkan.23                                                            23MK pertama kali mengenyampingkan ketentuan UU karena dinilai bertentangan dengan UUD RI 1945dalam putusan yang pertama, yaitu putusan atas perkara Nomor 004/PUU-I/2003. Pada putusan ini MK mengesampingkan Pasal 50 UU MK yang membatasi wewenang MK menguji UU hanya pada UU yang disahkan setelah perubahan pertama UUD RI 1945. Ketentuan tersebut memandang mereduksi kewenangan MK yang diberikan oleh UUD RI 1945 yang tidak dimuat batasan yang dimaksud.dalam pertimbangan hukum pada halam 11 sampai 12 Putusan itu dinyatakan “Mahakamh Konstitusi bukanlah bulan lah organ Undang-Undang melainkan organ Undang-Undang Dasar. Ia adalah Mahkamah Konstitus, bukan Mahkamh Undang-Undang. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar. Kalaupun undang-undangdan peraturan perundang-undangan lainya, sesuai denagan asas legalitas wajib ditaati oleh siapa pun dan lembaga apapun sebagai subjek dalam sistem hukum nasional, segala peraturan perundang-undangan yang dimaksud sudah seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan 
38   Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain, seperti Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara, dan lain-lain. Penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dipilih karena memang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang MK. Hukum Acara MK adalah hukum formilyang berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Oleh karena itu keberadaan Hukum Acara dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara MK memilki karakteristik khusus, karena hukum materilyang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang MK serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Oleh karena itu Hukum Acara MK meliputi Hukum Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai politik, dan Hukum                                                                                                                                                                dengan UUD RI 1945”. Pasal 50 UU MK kemudian dibatalkan oleh MK dengan alasan hukum yang sama atas permintaan Pemohon pada perkara Nomor 066/PUU-II/2004. (Dikutip dari catan kaki buku yang berjudu Hukum Acara Mahkamah Konstitusi . Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hlm,15) 
39   AcaraMemutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau wakil Presiden.24 Sesuai dengan sifat perkara yang termasuk dalam wewenang peradilan Mahakamah Konstitusi, terdapat karakteristik khusus peradilan Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan peradilan lain. Karakteristik utama yaitu dasar hukum utama yang digunakan dalam proses peradilan baik terkait dengan substansi perkara maupun hukum acara adalah konstitusi itu sendiri, yaitu UUD RI 1945. Walaupun terdapat berbagai ketentuan Undang-Undang dan PMK sebagai dasar pemeriksa, mengadili, dan memutus perkara, namun ketentuan tersebut digunakan sepanjang dinilai tidak bertentangan dengan UUD RI 1945. Hal ini tidak terlepas dari sifat wewenang MK yang pada hakikatnya adalah mengadili perkara-perkara konstitutional. Wewenang MK memutus pengujian Undan-Undang, adalah menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang. Wewenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pada hakikatnya adalah memutus kewenangan suatu lembaga negara yang dipersengketakan konstitusionalitasnya. Wewenang memutus pembubaran partai politik adalah wewenang memutus konstitusionalitas suatu partai polotik, demikian pula halnya dengan wewenang memutus pendapat DPR dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.25 2.4. Aspek Politis Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah  Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dan pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan                                                            24Ibid, hlm.15-16. 25Ibid, hlm.13-14. 
40   UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan , desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan.26 Dalam hal ini, praktek Desentralisasi dapat dilihat juga pada masa Dinasti Usmaniyyah dan pada Khullafaur Rasyidin tepat nya dibawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khatthab. Pada masa Dinasti Usmaniyyah wilayah ini menjadi contoh bagaimana aplikasi hukum Islam terutama berkaitan dengan aspek ekonomi dapat mengalami perubahan sesuai tuntutan yang ada. Karena merupakan penghasili anggur yang berkualitas, maka salah satu pendapatan pemerintah Dinasti Usmaniyyah dari wilayah ini adalah pajak anggur. Mengingat anggur merupakan minuman yang memabukkan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90-91, maka pemungutan pajak terhadapnya merupakan penegcualian kebijakan yang menandakan adanya pola desentralisasi dalam politik ekonomi Dinasti Usmaniyyah. Hubungan pusat dan daerah dalam islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dapat dilihat dari segi sistem pemerintahan (politik), ilmu pengetahuan, sosial, seni, dan agama. Pada masa Umar bin Khattab administrasi pemerintahan                                                            26Syamsuddin haris. Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi,Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesi, 2005), hlm 40.  
41   diatur menjadi delapan wilayah profinsi, Makkah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa Umar bin Khattab mulai dirintis tata cara menata struktur pemerintahan yang bercorak desentralisasi, mulai sejak Umar pemerintahan di kelola oleh pemerintahan pusat dan provinsi.27                                                               27Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah: dokrin dan pemikiran politik islam.(Jakarta: Erlangga, 2008), Hal. 235.   
42  BAB TIGA KEDUDUKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH DAN PUTUSAN NOMOR 66/PUU-XV/2017 MAHKAMAH KONSTITUSI 3.1. Kedudukan Penggugat  Penggugat yaitu orang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, sedangkan tergugat yaitu orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap atau dirasa melanggar hak seseorang. Dengan demikian jelaslah bahwa selama belum ada keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti), maka seseorang tidak dapat secara langsung dianggap telah melanggar hak seseorang atau sebaliknya.1 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh Tgk. H. Muharuddin, S, Sos.,I. Dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180. 1/2204/KUASA/2017 tertanggal 25 Agustus 2017, memberi kuasa pada H. Burhanuddin, S. H., M. H., Mukhlis, A. H., dan Zaini Djalil, S. H., Advocat/Pengacara pada kantor Advokad H. Burhanuddin, SH, MH dan Associates yang bereknator di Jalan T. Iskandar Jalan Tgk. Yusuf Nomor 3 Lamglumpang Ulee Kareng, Banda Aceh, 23117, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.                                                            1M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 10. 
43   Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 132/PAN. MK/2017 pada Tanggal 28 Agustus 2017 dan dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 66/PUU-XV/2017 pada tanggal 19 September 2017.  Pemohon adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah selaku Lembaga Legislatif di Provinsi Aceh, dalam hal ini adalah representasi masyarakat Aceh sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat sebagaimana amanah yang dimaksudkan oleh Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62) serta Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244). Pemohon adalah sebagai lembaga Perwakilan Rakyat di Provinsi Aceh memiliki hak dan kewajiban dan memberikan kontribusi yuridis dan politis atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang memiliki dampak dan/ atau implikasi langsung kepada Pemerintah Aceh dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dan diakui oleh Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945 dan Pasal 269 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan Umum 
44   sesuai Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 junto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.2 Bahwa oleh karena Pemohon bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai lembaga resmi, dan representasi politis yuridis rakyat Aceh di daerah otonomi yang bersifat Istimewa dan bersifat khusus sebagaimana diakui oleh Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945, dan permohonan pengujian norma hukum ini disampaikan atas Keputusan Pleno resmi DPRA, maka Pemohon adalah memiliki kedudukan Hukum (legal standing) yang sah selaku Pemohon terhadap Hak Uji Materil Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terhadap Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945, sebagaimana kewenangan dimaksud ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kedudukan Hukum Pemohon (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD RI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. c. Badan hukum publik atau privat                                                            2UU Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh. 
45   d. Lembaga negara3 Hak Konstitusional yang dimaksud adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945 yaitu “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang, dalam hal ini berlakunya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan alasan ketentuan hukum tersebut bersama ini Pemohon menguraikan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: Pertama: Pemohon adalah lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d UU MK. Bahwa pemohon selaku lembaga negara dalam hal ini selaku Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebagaimana terurai dalam Pasal 18 ayat (3) UUD RI 1945 dan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa: “Dalam hal adanya                                                            3UU Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi. 4UUD RI 1945. 
46   rencana rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA”.5 Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon: bahwa mengenai parameter/ukuran kerugian konstitusional yang timbul kerana berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Bahwa hak dan/atau kewenagan Konstitsuional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat (causa verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah selaku lembaga negara in casu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang dalam peran dan fungsinya melakukan tugas-tugas                                                            5Hasil analisa penulis dari memahami serta menarik kesimpulan dari  Pasal 51 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang  MK. Dan Pasal 18 ayat (3) UUD RI 1945 dan Pasal 8 ayat (2) junto  Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 
47   dan fungsi pengawasan, fungsi legilslasi dan fungsi penganggaran, serta peran dan fungsi sosial dan politik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, sesuai dengan peraturan perundangan dalam wilayah keistemawaan dan kekhususan Aceh sebagaimana diakui Pasal 18B UUD RI 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebagai Undang-Undang khusus yang proses lahir dan pembentukannya memiliki latar belakang spesifik sebagai wujud penyelesaian konflik yang sangat panjang antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sehingga Undang-Undang Khusus secara philosofis yuridis mengalahkan Undang-Undang yang umum sesuai dengan prinsip hukum Lex Specialis Derogat Lex Generalis, dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai Undang-Undang yang bersifat umum dan pembentukannya dimaksudkan untuk pemberlakuan secara umum, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagai Undang-Undang khusus demi hukum haruslah dikecualikan atau pasal-pasalnya tidak dapat dicabut dengan Undang-Undang yang bersifat umum. Bahwa Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berbunyi: 1) Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri atas: a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarki dengan KPU. b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu. 
48   2) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturanya berdasarkan Undang-Undang ini. Bahwa Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa :“Pasal 57 dan 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi”. Bahwa berdasarkan hal dan uraian yuridis tersebut diatas, maka Pemohon adalah memiliki alasan hukum yang sah dengan kualifikasi Lembaga Negara in casu DPRA, karena bertindak atas nama Lembaga DPRA sebagai lembaga legislatif di Aceh sebagai daerah istimewa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan daerah yang memiliki kekhususan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuan Pasal 557 dan 571 huruf (d) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, sebagaimana yang diberikan oleh UUD RI 1945, khususnya Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945. demikian juga pembentukan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 prosesnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dimana tidak dilakukan konsultasi dan tidak ada pertimbangan DPRA. Sebagaimana diakui dan diberikan oleh Pasal 18B ayat (1) 
49   UUD RI 1945, yang telah diderivasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.  Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 yang dicabut dengan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 a quo, berbunyi: Pasal 57:  Ayat (1) Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat. Ayat (2): Masa Kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Pasal 60: 1. Panitia pengawasan Pemilihan Aceh dan Kabupaten/kota dibentuk oleh Panitia Pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc. 2. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini dilaksanakan. 3. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK. 4. Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota. Dengan demikian Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian 
50   Undang-Undang terhadap UUD RI 1945 dalam permohonan a quo, serta memiliki kepentingan selaku pihak yang mengalami kerugian konstitusional akibat Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, yang telah membatalkan Pasal 57 dan 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.6 3.2. Substansi Gugatan Dalam hukum acara perdata, gugatan merupakan suatu surat yang diajukan oleh pihak penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang di dalamnya memuat tuntutan hak yang mengandung sengketa dan menjadi dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.  Bentuk dari gugatan ada dua, yakni ada yang bersifat voluntair (permohonan) dan contentieus (sengketa). Gugatan yang bersifat voluntair atau permohonan merupakan gugatan yang berisi surat permohonan yang ditujukan kepada pengadilan yang berwenang, dimana di dalamnya membuat kepentingan sepihak tanpa adanya sengketa diantara dua pihak. Sedangkan gugatan yang bersifat contentieus atau sengketa merupakan gugatan yang memuat akan tuntutan hak satu pihak terhadap pihak lain, dimana terdapatnya kerugian yang ditimbulkan oleh satu pihak sehingga menimbulkan sengketa.7 Dalam Rv (Reglement op de Bugerlijk Rechtsvordering) Pasal 8 Nomor 3 menyebutkan bahwa dalam surat gugatan harus ada pokok gugatan yang meliputi identitas para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat yang pada umunya meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal serta                                                            6Dikutip dari Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017. 7M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),  hlm. 46-47.  
51   kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan kepada pengadilan, Fundamentum petendi atau posita yaitu merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan. Serta petitum dan tuntutan yaitu petitum merupakan apa yang diminta atau yang diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh Hakim dalam persidangan, sedangkan tuntutan ini akan terjawab di dalam amar putusan.8 Berdasarkan UUD RI 1945 Pasa 18B ayat (1) “Negara mengakui dan menghormati Pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang, bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang dalam Pasal tersebut adalah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sesuai dengan konsideren Undang-Undang dimaksud.  Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diundangkannya pada tanggal 16 Agustus, maka Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan penambahan norma hukum dan mendegradasikan Bab IX Pasal 56 sampai Pasal 63 Undang-Undang Pemerintah Aceh, dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, telah mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bahwa setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 a quo, Pemohon telah melakukan langkah-langkah politis, dimana Pemohon telah menyurati Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR Republik Indonesia dan Ketua DPD Republik Indonesia.                                                            8Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Putra Grafika, 2005), hlm. 27-32. 
52   Pemohon berkeyakinan objek permohonan Pemohon hanya dapat diselesaikan melalui permohonan pengujian norma hukum Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d terhadap Pasal 18B UUD RI 1945. Bahwa Pemohon atas nama dan mewakili lembaga DPRA memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah secra hukum, karena Pemohon mempunyai kerugian konstitusional terhadap pemberlakuan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah merupakan Undang-Undang khusus yang di peruntukkan khusus untuk Aceh sebagai upaya politis yuridis menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia, sehingga Undang-Undang yang spesifik dan perubahan pasal-pasalnya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu sendiri, antara lain Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyebutkan “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”. Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2017, dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d, tidak dilakukan melalui peoses konsultasi dan sama sekali tidak mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, karenanya tidak sesuai sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Pemerintah 
53   Aceh, karena Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak mengikuti proses yang diatur dalam ketentuan tersebut, sehingga karenanya pembentukan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia yaitu Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, bukan saja bertentangan dengan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, akan tetapi juga bertentangan dan melanggar Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, sehingga secara politis yuridis telah merusak kepercayaan Rakyat Aceh atas komitmen perdamaian Pemerintah Pusat kepada Aceh yang mengingkari komitmen Politis Pemerintah Pusat dengan Rakyat Aceh atas Perdamaian Helsinki 15 Agustus 2005 sebagai wujud untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana yang telah dijelaskan, maka Permohonan Uji Materil ini beralasan untuk dikabulkan, karena Pemohon memiliki hak dan legal standing yang benar menurut hukum, serta mempunyai kepentingan dan kerugian konstitusional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945, karenanya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat). 
54   3.3. Tata Cara Pengambilan Keputusan Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD RI 1945. Menimbang oleh karena permohonan pemohon adalah permohonan untuk mengkaji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) terhadap UUD RI 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 
55   Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 557 dan 571 huruf d Undang-Undang Pemilu, bahwa Pemohon Tgk. H. Muharudin, S. Sos. I, adalah perseorangan warga negara Indonesia dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRA berdasarkan keputusan pleno DPRA. Bahwa Pemohon (DPRA) adalah representasi masyarakat Aceh sebagai lembaga perwakilan rakyat, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA) serta Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana UUPA adalah Undang-Undang yang dibentuk secara khusus sebagai derivasi dari filosofi pasal 18B UUD RI 1945. Pemohon sebagai lembaga perwakilan rakyat di Provinsi Aceh, memiliki hak dan kewajiban mengawasi dan memberikan konstribusi yuridis dan politis atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik dipusat maupun di daerah, yang memiliki dampak langsung kepada Pemerintah Aceh yang diturunkan dari Pasal 18B UUD RI 1945. Hal itu tercermin antara lain dalam Pasal 269 ayat (3) UUPA menyatakan, “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”. Berlakunya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Pemilihan Umum, telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang diturunkan dari Pasal 18B UUD RI 1945 tersebut karena pembentukannya tidak dilakukan sesuai Pasal 
56   269 ayat (3) UUPA, yaitu tanpa konsultasi dan pertimbangan DPRA. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, maka Mahkamah berpendapat: a. Bahwa kualifikasi Pemohon dalam Permohonan a quo adalah sebagai DPRA dan TGK. H. Muharuddin, S. Sos.I terbukti sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama DPRA. b. Bahwa menurut UUPA, sebagai bagian dari Pemerintahan Aceh, kekhususan dan/atau keistimewaan yang diberikan kepada Aceh oleh UUPA yang diturunkan dari Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945 secara implisit juga dimiliki Pemohon. c. Bahwa norma Undang-Undang Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo adalah berkenaan dengan kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (yang mencakup Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota) yang didalamnya tersangkut-paut hak-hak DPRA. d. Terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Undang-Undang Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalitasnya sebagai DPRA yang diturunkan dari Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945 yang menurut Pemohon dirugikan oleh berlakunya norma dalam pasal-pasal UU Pemilu yang dimohonkan pengujian. 
57   Berdasarkan semua pertimbangan yang telah diuraikan, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. Menimbang bahwa Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a qou dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Uraian dalil-dalil Permohonan perihal inkonstitusionalnya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu pada pokoknya adalah: 1. Bahwa menurut Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945 negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam konteks keistimewaan Aceh, Undang-Undang dimaksud adalah UUPA. 2. Bahwa, menurut Pemohon, pemberlakuan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945 dan sekaligus bertentangan dengan Pasal 269 ayat (3) UUPA sebagai Undang-Undang yang diturunkan dari Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945. 3. Bahwa menurut Pemohon, UUPA adalah Undang-Undang khusus yang diperuntukkan khsus bagi Aceh sebagai upaya politis-yuridis penyelesaian konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia sehingga UUPA merupakan Undang-Undang yang spesifik dan perubahan terhadap pasal-pasalnya diatur secara tegas, yaitu antara lain dalam Pasal 269 ayat (3) UUPA. 
58   4. Bahwa menurut Pemohon, dalam proses pembentukan sampai pengesahan UU Pemilu, yang didalamnya mencakup Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d, dilakukan sama sekali tanpa melalui proses konsultasi dan pertimbangan Pemohon (DPRA) sehingga tidak sesuai dengan amanat Pasal 269 ayat (3) UUPA. Dengan demikian, berlakunya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu tersebut dengan sendirinya juga bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945. Menimbang Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar keterangan ahli dan saksi dari Pemohon, mendengar keterangan ahli dari Presiden, mendengar keterangan pihak Tterkait Tidak Langsung Yayasan Advokasi Rakyat Aceh; Ismunazar;Syamsul Bahri;dan Drs. H. Muhammad AH, m. Kom.I; mendengar keterangan ahli Pihak Terkait Tidak Langsung Drs. H. Muhamad AH, M. Kom. I serta membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Tidak Langsung Drs. H. Muhammad AH, M. Kom.I. Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan serta keterangan pihak-pihak, maka Mahkamah mempertimbangkan, yaitu: Pertama, bahwa dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 Undang-Undang Pemilu, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018. Dalam Putusan tersebut Mahkamah telah menyatakan “mengabulkan untuk sebagian”, dengan amar putusan yang menyatakan sebagai berikut: 
59   Mengadili  1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 557 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima. 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkostitusionalitas Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Pemilu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 tersebut mutatis-mutandis berlaku pula terhadap Permohonan a quo. Sedangkan terhadap dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu adalah kehilangan objek karena norma tersebut telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekutan hukum mengikat. Kedua, bahwa dengan demikian selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan a quo sepanjang berkenaan dalil-dalil mengenai inkonstitusional Pasal 571 huruf d UU Pemilu. Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal pertentangan Pasal 571 huruf  d UU Pemilu, Mahkamah mempertimbangkan bahwasanya: 1. Bahwa Pasal 571 huruf d UU Pemilu berbunyi, “Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. 
60   Sementara itu, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA masing-masing berbunyi: Pasal 57 1) Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat. 2) Ayat (2): Masa Kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4): 1) Panitia pengawasan Pemilihan Aceh dan Kabupaten/kota dibentuk oleh Panitia Pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc. 2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini dilaksanakan. 3) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK. 4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota. Dengan demikian, berlakunya Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah mengubah  substansi UUPA yang berkenaan dengan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Sementara itu, berkenaan dengan hal ini Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan 
61   Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, yang amar putusannya telah dijelaskan sebelumnya. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut pada intinya Mahkamah menegaskan dua hal, yaitu: a. Meskipun Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (in casu KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang ada di Aceh) bukan merupakan bagian dari keistimewaan atau kekhususan Aceh namun konteks historis dari keberadaannya harus tetap di hormati, dalam hal ini khususnya berkenaan dengan nama, komposisi keanggotaannya, dan prosedur pengisiannya. Oleh karena itu apabila hendak dilakukan perubahan berkenaan dengan nama maupun komposisi keangotaannya proses atau tata caranya memerlukan konsultasi dan pertimbangan DPRA, sebagaiman ditentukan dalam Pasal 269 ayat (3) UUPA. b. Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari kelembagaan penyelenggaraan Pemilu secara nasional. Ini penting ditegaskan agar tidak terdapat pertanyaan atau keraguan perihal landasan konstitusional pemberian kewenangannya sebagai penyelenggara, yaitu Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD RI 1945. Oleh karena itu, perubahan terhadapnya dimasa yang akan datang sangat mungkin dilakukan apa bila terdapat kebutuhan untuk itu yang bukan sekedar menyangkut perubahan nama dan/atau komposisi keangotaanya sebagaimana 
62   dimaksud pada huruf  a diatas. Namun, perubahan itu pun dilakukan sesuai dengan proses atau tata cara sebagaimana dijelaskan sebelumnya. 2. Bahwa sejalan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1, berkenaan dengan perumusan UU Pemilu yang substansialnya berkait dengan Kelembagan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh, DPR dalam keterangannya pada persidangan tanggal 14 Novenber 2017 menyatakan telah melakukan konsultasi dan mendengar pertimbangan DPRA dan berjanji akan menyampaikan bukti terkait dengan hal tersebut, namun hingga saat berakhirnya pemeriksaan persidangan untuk permohonan a qou  bukti dimaksud tidak diterima oleh Mahkamah. Oleh karena itu Mahkamah tidak memperoleh cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa proses perumusan norma Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA sebagaimana dimaksud oleh Pasal Pasal 269 UUPA. Dirumuskannya mekanisme sebagaimana tertuang dalam Pasal 269 ayat (3) UUPA tersebut adalah demi kepastian hukum yang berkait dengan upaya memelihara kepercayaan (trust) masyarakat berkenaan dengan keberlakuan UUPA. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945, sehingga dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusional Pasal 571 huruf d UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah dijelaskan, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusional Pasal 557 ayat (1) UU Pemilu, pertimbangan Mahkamah dalam putusan 
63   Mahkamah Konstitusional Nomor 61/PUU-XV/2017 mutatis-mutandis berlaku terhadap permohonan a quo, sedangkan dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu adalah kehilangan objek. Sementara itu, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 571 huruf d UU Pemilu beralasan menurut hukum.  AMAR PUTUSAN Mengadili 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 Undang-Undang Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilahan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Bertia Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.9  Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa tidak adanya konsistensi pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana dalam isi pasal tersebut disebutkan bahwa pencabutan norma hukum yang berlaku di Aceh harus dilakukannya konsultasi dan mendapatkan pertimbangan dengan pihak Pemerintah Aceh, yakni DPRA, namun pada aplikasi yang telah diterapkan dalam pencabutan Pasal 57 dan 60 UU No. 11 Tahun 2006 dilakukan tanpa adanya konsultasi dengan Pemerintah Aceh.10 Dengan demikian maka keterlibatan                                                            9Dikutip dari Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017. 10Hasil analisa penulis setelah memahahi Pasal 8 ayat (2) serta Pasal 269 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006. 
64   Mahkamah Konstitusi dalam pencabutan dua pasal tersebut sesuai dengan tugas dan wewenangnya. 3.4. Keuntungan dan Kerugian Aceh dalam Keputusan Aquo Pencabutan norma Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undag-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terlihat sebagai masalah sederhana. Namun, persoalan di Aceh tidaklah sederhana seperti itu, kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang dibentuk dengan kesepakatan Helsinki untuk mengakhiri konflik berdarah berkepanjangan, yang telah mengorbankan darah dan air mata, sampai akhirnya Pemerintah RI dan GAM sepakat mengakhiri konflik melalui sebuah negosiasi. Perjanjian damai antara kedua pihak adalah perjanjian yang teguh, yang jangan mudah diingkari karena memandang masalahnya sepele karena ketidak tahuan dan ketiadaan penjiwaan atas konflik masa lalu dan latar belakang penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Secara psikologis-politis hal ini akan berdampak buruk, yakni timbulnya persangkaan bahwa di masa-masa yang akan datang Presiden dan DPR RI akan begitu mudahnya membatalkan dan “mempreteli” pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tanpa merasa perlu berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada DPRA. Dalam hal perubahan-perubahan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Presiden dan DPR juga 
65   dengan mudah akan mengabaikan kewajiban untuk berkonsultasi dengan Gubernur Aceh. Sebagaimana yang telah dijelaskan setiap rancangan pembentukan dan/atau perubahan terhadap Undang-Undang yang terkait dengan Aceh, DPR RI wajib untuk berkonsultasi dan meminta masukan dari DPR Aceh. Hal seperti ini jangan disepelekan karena dapat menimbulkan ketersinggungan dan menimbulkan keragu-raguan akan niat baik Presiden dan DPR RI untuk menghormati dan mentaati kesepakatan damai Helsinki atau tidak. Ketersinggungan dan keragu-raguan seperti ini dapat berdampak luas ke depen yakni hilangnya rasa kepercayaan antara para pemimpin rakyat di Aceh dengan pemerintah Pusat. Kalau rasa percaya mulai hilang, maka disanalah bibit konflik akan kembali muncul kepermukan.11                                                             11Hasil analisa Penulis setelah memahami Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017. 
69  BAB EMPAT PENUTUP 4.1. Kesimpulan Berdasarkan uraian beberapa sub bab yang telah penulis uraikan serta hasil dari analisis, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan: a. Dalam hal rencana pembentukan sebuah rancangan Undang-Undang yang substansi isi perundang-undangan tersebuat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebaiknya terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagaimana amanat Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”. b. Dengan demikian maka keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam pencabutan dua pasal tersebut sesuai dengan tugas dan wewenangnya, dimana MK telah mengabulkan beberapa isi permohonan dari Pemohon untuk melakukan peninjauan ulang (Judicial riview) c. Dalam pencabutan dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yakni Pasal 57 dan 60 yang pada awalnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dilakukan Judicia review oleh beberapa anggota perwakilan rakyat Aceh, maka di masa yang akan datang dengan begitu mudahnya Pemerintah Pusat (DPR RI) mengubah dan membatalkan pasal-
70  pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tanpa perlu melakukan sebuah bentuk konsultasi dengan Pemerintahan Aceh, maka dikhawatirkan terjadi konflik kembali. 4.2. Saran Adapun saran dari penulis dalam penelitian hasil analisa ini yakni sebagai berikut: a. Agar Pemerintah pusat apabila membuat sebuah rancangan perundang-undangan yang terkait dengan Provinsi Aceh terlebih dahulu sebaiknya melakukan bentuk konsultasi dengan Pemerintah Aceh (DPRA), yang sebagaimana di ketahui bersama Provinsi Aceh mempunyai Undang-Undang khusus (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006) yang mengatur daerah nya sendiri, walaupaun tidak di semua aspek. Supaya untuk kedepannya permasalahan yang seperti terjadi saat sekarang ini tidak terjadi kembali. b. Mengingat Aceh yang pernah terjadi konflik yang berkepanjangan antara Pemerintah Pusat dan Gerakan Aceh Merdeka, disarankan untuk selanjutanya Pemerintah Pusat agar berhati-hati dalam membuat dan mengambil sebuah keputusan yang berkenaan dengan Aceh dan menghormati garis-garis perdamaian yang telah disepakati, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. c. Mengingat Aceh yang mempunyai undang-undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dalam hal ini Pemerintah Pusat harus menghormati pasal-pasal yang termuat dalam 
71  undang-undang tersebut. Jangan pernah menganggap acuh atau mengenyampingkan isi pasal yang termuat dalam undang-undang tersebut.        
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